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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting
dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah
yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian, serta
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan perlu disesuaikan
dengan kebijakan nasional dan regulasi di bidang
ketenagalistrikan dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan
listrik masyarakat, sehingga perlu dilakukan peninjauan
kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan
Ketenagalistrikan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 115);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGALISTRIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  Provinsi yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang
selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Provinsi.

Sumber Energi adalah segala sumber energi yang
dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha
penunjang tenaga listrik.

Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam
rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan,
pengawasan, dan penetapan kebijakan.

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam
rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan,
pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang
ketenagalistrikan.

Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang
dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk
segala macam keperluan, tidak meliputi listrik yang dipakai
untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut RUKD Provinsi adalah rencana
pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi
tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga listrik di Daerah Provinsi.

Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga
listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang
dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan
tenaga listrik.

Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik
mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik
pemakaian.

Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi
tenaga listrik.

Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi
atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik
antar sistem.

Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik
dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada
konsumen.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya
disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Izin Operasi yang selanjutnya disingkat 10 adalah izin untuk
melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
sendiri.

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk
melakukan usaha jasa penunjang yang secara langsung
berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
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Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah
Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau
penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik.

Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga
listrik mulai dari titik pemakaian.

Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat
yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik
untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang
terdapat di atas tanah tersebut.

Kompensasi adalah pemberian sejumlah wuang kepada
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau
benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena
tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk
pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah.

Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
inspeksi ketenagalistrikan.

Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO
adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik
telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang
ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagalistrikan menganut asas:

a.
b.
C.

d.
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manfaat;
efisiensi berkeadilan;
berkelanjutan;

optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya
energi;

mengandalkan pada kemampuan sendiri;
kaidah usaha yang sehat;

keamanan dan keselamatan;

kelestarian fungsi lingkungan; dan

otonomi daerah.



